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ABSTRAK 

 

 

(A) Nama: Julliues Mulyadi, (NIM: 205180034) 

(B) Judul Skripsi: “Status Anak yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan 

Sedarah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan 

1160/Pdt.G/2018/PA.Bms” 

(C) Halaman: viii + 82 + 16 + 2022 

(D) Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sedarah, 

(E) Isi: 

Menurut Pasal 1 pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian perkawinan itu juga 

kita melihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami 

istri. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing- 

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiil. Dalam perkawinan sedarah telah dilakukan 

sejak dahulu oleh masyarakat yang berada di daerah tertentu yang masih memiliki 

hubungan sedarah. Dimana hal tersebut dilakukan berulang-ulang menjadi 

kebiasaan dan selanjutnya maka pernikahan tersebut menjadi kebudayaan bagi 

suatu daerah tertentu. Dari hal tersebut diatas terlihat bahwa perkawinan sedarah 

terdapat dalam masyarakat Adat yang berlaku Hukum Adat dan masyarakat Islam 

yang berlaku hukum Islam. Setelah diberlakukannya Undang-Undang 

Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perkawinan yang 

dilakukan dengan kerabat atau pernikahan sedarah telah dibatasi bahkan dilarang 

dalam Undang- Undang Perkawinan tetapi hal tersebut dilanggar dan terjadi, 

maka perkawinan tersebut akan dapat dibatalkan. Walaupun telah diatur 

mengenai larangan perkawinan tersebut, namun dalam masyarakat masih terjadi 

sebuah fenomena yaitu adanya perkawinan dalam hubungan darah yang terjadi 

secara sengaja maupun terjadi dengan tidak disengaja, sehingga terhadap 

perkawinan tersebut harus dilakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan 

perkawinan berbeda dengan perceraian. Pembatalan perkawinan merupakan 

putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu telah dinyatakan tidak 

sah sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sedangkan 

perceraian adalah pembubaran perkawinan yang sah dan telah ada. 

(F) Acuan: 16 (1986-2016) 
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(G) Pembimbing 

Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. 

(H) Penulis 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

 
UU adalah Undang-Undang 

KHI adalah Kompilasi Hukum Islam 

BW adalah Burgerlijk wetboek 

MK adalah Mahkamah Konstitusi 

HAM Adalah Hak Asasi Manusia 

UUD adalah Undang-Undang Dasar 

PP adalah Peraturan Pemerintah 

HIR adalah Herzien Inlandsch Reglement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


